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ABSTRAK 

Angga Arisa Putra/222015034/2019/Persepsi Stakeholder terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus pada 

Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Persepsi Stakeholder terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Business 

Development Center Sriwijaya Kota Palembang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Persepsi Stakeholder terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang. Jenis Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah stakeholder Business Development 

Center Sriwijaya Kota Palembang sejumlah 35 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kuantitaif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan business development center sriwijaya 

kota Palembang adalah sangat baik. Hal ini terlihat dari skor rata-rata seluruh indikator 

menunjukkan nilai mean sebesar 4,36 yang berada pada skala interval 4,20-5,00.  

Kata Kunci: persepsi stakeholder, akuntabilitas pengelolaan keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 

mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui 

penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas 

permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh 

baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai salah satu 

langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa 

permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU). 

Program KOTAKU merupakan kelanjutan dari Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program KOTAKU 

merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota 

di 34 provinsi dan telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 

tanggal 27 april 2016 bertempat di Jakarta yang bertujuan meningkatkan akses 

terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan 

untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, 

produktif, dan berkelanjutan. 
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Program KOTAKU menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) 

kepada kepada kelompok masyarakat dan kelembagaan yang dibentuk 

masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan 

penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui kegiatan 

pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta 

pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis Kegiatan 

yang dibiayai oleh BDI adalah kegiatan pelayanan infrastruktur, kegiatan 

pelayanan sosial, dan kegiatan pelayanan ekonomi. 

Program KOTAKU melakukan pemberdayaan ekonomi melalui 

pendampingan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk usaha mikro dan 

kecil untuk pengembangan usaha yang produktif kejaringan yang lebih luas. 

Dalam upaya memfasilitasi pengembangan dan jaringan usaha KSM tersebut, 

program KOTAKU mengembangkan program lanjutan dengan nama pilot 

Business Development Center (BDC) di tingkat kabupaten/kota. BDC 

merupakan simpul jaringan usaha dan sarana pengembangan KSM yang 

mencakup fasilitasi pengembangan pemasaran, produksi, sumber daya 

manusia (SDM), akses pembiayaan serta pengembangan ekonomi lokal serta 

sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di 

perkotaan. 

BDI untuk BDC dialokasikan pada kabupaten/kota lokasi BDC yang 

terpilih dan digunakan untuk mengembangkan usaha (bisnis) KSM yang 

menghasilkan produk usaha sesuai dengan produk yang memiliki potensi 

pasar. BDI untuk BDC digunakan untuk mendukung kegiatan yang dapat 
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meningkatkan usaha KSM dampingan, baik langsung maupun tidak langsung 

yang mengacu pada rencana usaha (business plan). Jenis-jenis kegiatan dalam 

BDC terdiri dari dan tidak terbatas pada: 1. intermediasi bisnis, yang berupa 

pengembangan produk, pengembangan pemasaran, pengembangan kemitraan, 

dan kegiatan lain yang secara aktif dapat meningkatkan usaha KSM. 2. 

penguatan kapasitas bagi KSM, BDC, pemerintah daerah dan kelompok 

peduli/stakeholders lain. 3. advokasi kebijakan. 

Kegiatan BDC dilakukan melalui kerjasama (kolaborasi) dan sinergi 

antara kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengembangan 

produk unggulan, potensi pasar dan dukungan stakeholders, dengan potensi 

usaha produktif yang dikembangkan kelompok-kelompok masyarakat (KSM-

KSM), khususnya masyarakat miskin. Tahapan pelaksanaan kegiatan pilot 

BDC terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu tahap persiapan program, tahap 

perencanaan dan pembentukan kelembagaan BDC, tahap pencairan dan 

pemanfaatan bantuan langsung masyarakat BDC, tahap pengelolaan BDC, dan 

tahap pengembangan BDC. 

Struktur kelembagaan BDC terdiri dari komite BDC dan pengelola 

BDC. Komite BDC adalah struktur tertinggi dari kelembagaan BDC yang 

keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan non pemerintah 

daerah.  Komite BDC tidak memiliki kewenangan dalam mengelola bantuan 

dana investasi BDC (cukup menampung), kecuali maksimal Rp. 5.000.000 

yang diperuntukan bagi biaya operasional komite BDC. Selanjutnya jika 

pengelola BDC telah memenuhi persyaratan pemanfaatan bantuan langsung 
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masyarakat, maka tugas komite BDC segera mencairkan ke rekening 

pengelola BDC yang dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada rencana 

penggunaan dana (RPD) BDI BDC. Sedangkan pengelola BDC adalah tim 

pelaksana yang dibentuk oleh komite BDC yang akan mengelola kegiatan dan 

usaha BDC. Pengelola BDC memiliki tugas dan kewajiban mengelola 

kegiatan dan usaha BDC sesuai dengan sistem pengelolaan, rencana kerja, 

rencana usaha dan target-target yang sudah disepakati oleh pengelola BDC 

bersama komite BDC. 

Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan meliputi 

perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai 

bentuk desentralisasi untuk mondorong good governance. Good governance 

menurut Word Bank suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 

solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan dana 

pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Penerapan prinsip-prinsip good governance 

agar pelaksana atau pelaku yang berwenang dapat berprilaku sesuai dengan 

etika dan aturan hukum yang berlaku. 

Pengelolaan keuangan pengelola BDC menjadi bagian yang penting 

dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan 

pengelola BDC mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, artinya 

semua dana yang diperoleh/diterima penggunaannya dilakukan secara terbuka 
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dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku/pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). 

Menurut Deriranto dalam Jonathan (2010: 21) persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dapat 

dinyatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawani (sensory 

stimuli). Cambridge dalam Yasir (2017: 21-22) mendefinisiskan persepsi 

(perception) adalah “a belief or opinion, often held many people on 

appearances” atau suatu kepercayaan atau pendapat yang biasanya diberikan 

oleh orang banyak terhadap sesuatu yang di amati. Persepsi pada hakikatnya 

merupakan proses penilaian sesorang terhadap objek tertentu. Dalam proses 

persepsi, individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek 

yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, dan 

sebagainya. Dengan adanya persepsi, maka terbentuk sikap, yaitu suatu 

kecendrungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak dengan tindakan yang 

khas dalam situasi yang tertentu pula. 

Prinsip utama dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik salah 

satunya adalah akuntabilitas (accountability). Rakhmat (2017: 130) 

menyatakan accountability, para pembuat kebijakan dalam pemerintahan 

bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.   

Rakhmat (2017: 137-138) menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban 

seseorang atau unit organisasi untu mempertanggungjawabkan pengelolaan 
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dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Mahmudi (2016:18) menyatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Mulgan dalam Mahmudi (2016:19) mengidentifikasi terdapat empat 

tahapan dalam proses akuntabilitas publik, yaitu: proses akuntansi dan 

pelaporan, proses pencairan informasi dan investigasi, proses penilaian dan 

verifikasi informasi, dan proses pengendalian atau pengawasan. 

Mardiasmo (2009: 20-21) menyatakan akuntabilitas publik terdiri atas 

dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 

misalnya pertanggungjawaban uni-unit kerja (dinas) kepada pemerintah 

daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pemerintah pusat kepada MPR. 2) akuntabilitas horizontal (horizontal 

accountability) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas. 

Rakhmat (2017: 144) menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga sektor publik diperlukan adanya pertanggungjawaban kepada 

masyarakat yang telah memeberikan dananya kepada pemerintah, khususnya 

pertanggungjawaban mengenai pengolahan keuangan. Pertanggungjawaban 

kepada masyarakat ini disebut akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam 
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akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

kegiatan, terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui 

media pertanggungjawaban secara periodik. 

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri dari beberapa dimensi. Rakhmat (2017:  145-147) menjelaskan dimensi 

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut, 

antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for public and 

legality), akuntabilitas proses (process accountability), akuntabilitas program 

(program accountability), akuntabilitas kebijakan (policy accountability).  

Menurut Schacter dalam Rakhmat (2017: 147-148) pelaksanaan 

akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan 

politik (political purpose), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme 

untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional 

(operational purpose), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk 

membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. 

Pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas. Akuntabilitas 

bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan kondisi saling 

mengawasi antara seluruh stakeholder.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persepsi 

stakeholder terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,  

seperti penelitian yang dilakukan oleh Sarlota (2016), Dheny (2016), dan 

Mukhtaruddin (2011) menyatakan bahwa antara stakeholder internal dan 
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stakeholder eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sukirman (2009) menyatakan bahwa antara stakeholder internal tidak 

berbeda secara signifikan dengan persepsi para stakeholder eksternal. 

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang telah dilaksanakannya 

program KOTAKU. Kota Palembang juga merupakan salah satu kota yang 

terpilih untuk melaksanakan Business Development Center (BDC) dari 15 

kabupaten/kota se Indonesia. BDC di kota Palembang diberi nama BDC 

Sriwijaya. BDC Sriwijaya merupakan institusi atau unit organisasi sebagai 

simpul dari jaringan kemitraan sinergis antara masyarakat (badan 

keswadayaan masyarakat (BKM) serta KSM produktif) dengan pemerintah 

daerah dan pelaku bisnis serta kelompok peduli lainnya dalam rangka 

mengembangkan produk unggulan daerah yang memberikan jasa pelayanan 

terpadu untuk menumbuh kembangkan usaha yang produktif dan inovatif. 

BDC memberikan jasa layanan kepada BKM/KSM dapat berupa 

layanan intermediasi bisnis, inkubasi bisnis, akses informasi bisnis, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan teknologi 

maupun fasilitasi akses pembiayaan bisnis. Pengelola BDC yang merupakan 

tim pelaksana yang dibentuk oleh komite BDC yang akan mengelola kegiatan 

dan usaha BDC. Pentingnya tugas pengelola BDC Sriwijaya yang mengelola 

kegiatan dan usaha BDC yang mana dana tersebut bersumber dari bantuan 

langsung masyarakat (BLM) yang dicairkan dari komite perlu di perhatikan 

penilaian akuntabilitas nya, karena dana yang diberikan tersebut bersumber 
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dari pemerintah yang diberikan melalui program KOTAKU. Penilaian 

akuntabilitas yang positif dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan 

memberikan gambaran keberhasilan yang telah dicapai. 

Bantuan langsung masyarakat (BLM) dikelola oleh BDC untuk sebesar-

besarnya bagi peningkatan usaha KSM. BLM  BDC sebesar Rp. 

2.000.000.000 per kabupaten/kota, disalurkan langsung kepada komite BDC 

dan dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 75% dan  tahap II sebesar 

25%.  Persyaratan pencairan dan pemanfaatan BLM, diuraikan dalam Tabel 

I.1 berikut: 

Tabel I.1 

Persyaratan Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat 

(BLM) BDC 

Tahap 

Pencairan 

Syarat Pencairan ke 

Komite BDC 

Syarat Pemanfaatan oleh 

Pengelola BDC 

Tahap I 

(75% dari 

total 

Bantuan 

Langsung 

Masyarakat) 

1. Surat Keputusan (SK) 

Pembentukan Komite 

BDC 

2. Adanya Rencana Kerja 

Komite BDC 

3. Adanya rekening Bank 

Komite BDC 

ditandatangani oleh 3 

orang perwakilan 

anggota Komite BDC, 

terdiri dari 3 unsur 

(Pemda, BKM, 

KSM/Kelompok Peduli), 

yang salah satunya 

menjabat sebagai ketua 

Komite BDC 

1. Adanya dokumen Rencana 

Usaha (Business Plan) yang 

dihasilkan Feasibility Study 

(FS). 

2. Pengelola BDC sudah terbentuk 

dan sudah disahkan oleh 

Komite BDC. 

3. Pengelola BDC sudah 

mendapatkan pelatihan dasar 

“Pengelolaan BDC”. 

4. Ada Rencana Kegiatan dan 

Bisnis BDC Tahun ke-1. 

5. Ada Rekening bank pengelola 

BDC ditandatangani oleh 3 

orang, terdiri Manajer, Staf 

Pengelola BDC (non 

bendahara/kasir) dan salah satu 

anggota Komite BDC, kecuali 

Bendahara Komite BDC. 

Tahap II 

(25% dari 

total 

Bantuan 

1. Laporan Pemanfaatan 

BOP 

2. Laporan Pemanfaatan 

Bantuan Langsung 

1. Pengelola BDC telah mengikuti 

Pelatihan Lanjutan 

"Pengelolaan BDC". 

2. Bantuan Langsung Masyarakat 
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Langsung 

Masyarakat) 

Masyarakat Tahap I 

3. Bantuan Langsung 

Masyarakat Tahap I 

sudah disalurkan ke 

Pengelola BDC, minimal 

50% 

Tahap I yang diterima 

pengelola sudah termanfaatkan 

sekurang-kurangnya 25%. 

3. Hasil evaluasi oleh Komite 

BDC menunjukkan kinerja 

Pengelola BDC berjalan dengan 

baik. 

Sumber: Prosedur operasional baku penyelenggaraan pilot BDC 

BDC Sriwijaya mulai beroperasi pada tahun 2016. Besarnya bantuan 

langsung masyarakat (BLM) yang diterima oleh komite BDC Sriwijaya dan 

dana yang disalurkan kepada pengelola BDC Sriwijaya dan realisasi 

penggunaan dana BLM oleh pengelola BDC Sriwijaya dapat dilihat pada 

Tabel I.2 berikut: 

Tabel I.2 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), realisasi penggunaan dana BLM 

oleh pengelola BDC Sriwijaya kota Palembang tahun 2016-2018 

Tahun Jumlah dana 

BLM tahap I 

75 % (Rp) 

 Dana yang 

Disalurkan ke 

Pengelola 

Realisasi Penggunaan 

Dana BLM oleh 

pengelola 

% 

2015 1.500.000.000 - - - 

2016 - 949.902.500 362.260.550 38,14 % 

2017 - - 297.512.355 31,32 % 

2018 - - 93.260.632 9,81 % 

Jumlah 1.500.000.000 949.902.500 753.033.537 79,27 % 

Sumber: Sekretariat Koordinator kota 1 Palembang. data diolah peniliti, 2019 

 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk BDC sebesar Rp. 

2.000.000.000 per kabupaten/kota, BLM telah disalurkan langsung kepada 

komite BDC Sriwijaya tahun 2015 yaitu sebesar 75% dari total BLM dengan 

nominal Rp.1.500.000.000. Realisasi penggunaan dana BLM oleh pengelola 

BDC Sriwijaya dari tahun 2016-2018 sebesar 79,27% dari dana BLM yang 

diterima oleh pengelola. 
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Tabel I.2 menggambarkan BDC belum optimal dalam mengelola 

kegiatan dan usahanya seperti yang dijelaskan dalam laporan progres 

revitalisasi BDC Sriwijaya Palembang tahun 2018. Berdasarkan laporan 

progres revitalisasi BDC Sriwijaya Palembang tahun 2018 menyatakan bahwa 

kelembagaan BDC belum berjalan maksimal, hal ini dilihat dari keaktifan 

komite BDC yaitu 6 orang dari total anggota komite berjumlah 21 orang. 

Rencana usaha (business plan) belum dijadikan landasan kerja BDC. Hal ini 

tentu saja terdapat kesenjangan teori dengan akuntabilitas hukum berkaitan 

dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 

menjalankan organisasi. 

BDC belum mampu memfasilitasi dengan baik terkait kebutuhan KSM, 

secara umum BDC belum mampu menutupi biaya operasionalnya, belum 

semua tenaga ahli yang direkrut BDC mampu berkontribusi dalam 

peningkatan usaha, belum semua BDC mampu menjalin kemitraan dengan 

para pihak karena kendala badan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut 

mengindikasikan BDC Sriwijaya belum menerima BLM tahap II yaitu 25% 

dari total BLM pada tahun 2017-2018, hal ini dikarenakan pengelolaan BDC 

menggambarkan kinerja yang buruk. Hal ini terdapat kesenjangan teori 

dengan akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pertimbangan 

apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik 

harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 
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Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilot BDC 

menurut Budi Yana Saifullah yang merupakan tenaga ahli (TA) livelihood 

konsultan manajemen pusat (KMP) wilayah 1, yaitu: 1. secara umum BDC 

belum optimal dalam mengelola usahanya dan memfasilitasi kebutuhan 

peningkatan usaha KSM potensial, khusunya masalah pemasaran. 2. biaya 

operasional (BOP) BDC mendekati habis dan belum mampu membiayai 

kebutuhannya secara mandiri. Hal ini tentu saja terdapat kesenjangan teori 

dengan akuntabilitas proses terkait dengan prosedur administrasi dengan biaya 

yang murah. Pemanfaatan dana BLM untuk BDC Sriwijaya dapat dilihat pada 

rekapitulasi progres pemanfaatan BLM tahap I pada Tabel I.3 berikut: 

 



 

 
 

1
3 

Tabel I.3 

Rekapitulasi Progres Pemanfaatan BLM BDC Tahap I 

Status Tanggal: 31 Januari 2019 

 



 

 
 

1
4 

 
Sumber: Koordinator Kota Palembang, 2019
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Berdasarkan Tabel I.3 Pemanfaatan BLM mencerminkan pengelolaan 

BDC belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari 

membandingkan progress pemanfaatan BLM dengan ketentuan plafon 

pembiayaan BLM. Total dana yang telah dimanfaatkan yaitu sebesar 50,36 % 

dari BLM tahap I. Pemanfaatan BLM untuk fasilitasi pengembangan usaha 

KSM sebesar 23,5% dan pemanfaatan biaya CB (pengembangan kapasitas) 

pemerintah daerah, komite BDC dan pengelola BDC dengan pemanfaatan 0,0 

% mencerminkan BDC belum optimal dalam memfasilitasi kebutuhan 

peningkatan usaha KSM potensial. Padahal pengembangan kapasitas fokus 

orientasinya dititikberatkan pada penguatan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan 

BDC, pengembangan kelembagaan dan usaha KSM, peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah, BKM, relawan dan pendamping. 

Biaya operasional (BOP) BDC mendekati habis dan belum mampu 

membiayai kebutuhannya secara mandiri. BOP pengelola BDC telah 

dimanfaatkan sebesar 99,99% dan BDC belum mampu membiayai 

kebutuhannya sendiri, laporan akuntan independen menyatakan pendapatan 

operasional pendapat yang diperoleh selama periode 2017 besar akan tetapi 

kinerja laba menurun atau rugi, disebabkan oleh justifikasi biaya gaji. Hal ini 

bertentangan dengan tujuan umum kegiatan pilot BDC yaitu pemerintah 

daerah mampu melaksanakan pilot BDC untuk mengembangkan usaha KSM 

di wilayahnya, dengan capaian pendapatan BDC minimal mampu menutupi 

seluruh biaya operasional BDC, pada tahun ke dua setelah beroperasi. Pada 
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BDC Sriwijaya kota Palembang yaitu pada tahun ke dua setelah beroperasi 

pendapatan BDC belum mampu untuk menutupi seluruh biaya 

operasioanalnya. Hal ini tentu saja terdapat kesenjangan teori dengan dengan 

akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan pertimbangan apakah 

organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan 

hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus 

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Stakehoder terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) (Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya 

Kota Palembang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi 

stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) pada Business Development Center Sriwijaya kota 

Palembang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui persepsi stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada Business 

Development Center Sriwijaya kota Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dengan adanya 

akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) pada Business Development Center Sriwijaya Kota 

Palembang. 

2. Bagi BDC Sriwijaya Kota Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau bahan 

evaluasi dan pertimbangan  dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Program KOTAKU. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam 

ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan di masa yang akan datang. 
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